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Dasar Hukum

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan infoemasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pelayanan
Publik.

3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo.
PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

5.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubiik
Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SKVININ2022 Tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

| 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk
Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di
Pengadilan.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
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Keterkaitan

SOP Kepaniteraan Pidana

SOP Kepaniteraan Perdata

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

SOP Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan
SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
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Peralatan dan Perlengkapan

Komputer/ Laptop
Printer

Alat Tulis Kantor {ATK)

Register Permohonan Informasi
Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten, pelayanan
peradilan tidak dapat terlaksana dengan baik

Tersimpan di Kumpula

n SOP Pengadilan Negeri Bantul
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- AR PPID dan Dewan Pe's";'ma"
PPID Atasan PPID | Pertimban Waktu Output
Kelengkapa
Pelaksana gan o
) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9
1. | Melakukan kajian atas Berkas Pada hari Berkas
informasi atau dokumen permohonan | danjam permohon
yang tidak termasuk informasi kerja an
dalam Datftar Informasi atau informasi
Publik dengan melibatkan | }——Dl II dokumen atau
Atasan PPID dari dokumen
Pemohon dari
Informasi Pemohon
- | Informasi
2. | Memberikan Dasar Pada hari Surat
pertimbangan atas ! Hukum: UU dan jam Keputusan
informasi atau dokumen No. 14 kerja Tim
yang dimaksud yang Tahun 2008 Pertimban
bersifat rahasia dan SK KMA gan
berdasarkan UU, Nomor : 2- Pelayanan
kepatutan dan 144/KMAISK Informasi
kepentingan umum NMI/2022
3 | Menyerahkan informasi Informasi Pada hari Hasil rapat
atau dokumen yang atau dan jam keputusan
dimaksud jika status dokumen kerja pemutakhi
informasi atau dokumen yang telah maksimal 10 | ran PPID
oleh tim pertimbangan | i~‘- dinyatakan (sepuluh)
pelayanan informasi terbuka hari sejak
dinyatakan rahasia maka untuk publik | permchonan
PPID membuat surat informasi
penolakan kepada teregistrasi

Pemohon Informasi




